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Menimbang

Mengingat

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2l ayat (2)
huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanal Minimal perlu
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana
Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2023-2027;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten da-1am
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
ro92);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Ta}run 2022
tentang Cipta Keda menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurl 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
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Menetapkan
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6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 20 1 8 tentang
Standar Teknis Peiayanan Dasar pada Standar Pelavanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

7. Peraturan Menteri Peke4'aan Umum dan Perumahan Raklyat
Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Peker-jaan Umum dan Perumahan RakTat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Peiayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1541);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1i4 Tahun 2018
' tentarg Standar Taknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1619);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentalg Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 202 1

tentang Penerapan Standar Pelayanal Minimal [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTAR,{ TENTANG RENCANA AKSI
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN
ACEH UTARA TAHUN 2023.2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh

Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkt PD adalah

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.ang
menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat BAPPEDA adalah Badan yang menyelenggarakan
urusar pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
daerah.

7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKD adalah Badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

8. Inpektorat adalah Perangkat Daerah menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

9. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Aceh Utara yang selanjutnya disingkat Bagian Tata
Pemerintahan Setdakab Aceh Utara adalah unit ke4'a l,ang
melaksanakan perumusan, koordinasi, pemantauan dan
evaluasi perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan dan fasiiitasi penaraan
wilayah, pemerintahan umum dan tata usaha serta
penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi urusan
pemerintahan.

10. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal 1,ang
selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah
dokumen perencanaan sebagai pedoman dan iangkah-
langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan
SPM.

1 1. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar Warga Negara.

12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SpM
adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

13. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari
tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan
pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana
pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan
Pelayanan Dasar.

14. Jenis Pelayanan Dasar adaiah jenis pelayanan dalam rangka
penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar )'ang
berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

15. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhannya secara minimal daiam pelayanan Dasar
sesuar dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.

16. Program adalah penj abaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
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dengan menggunakan sumber daya yang disediakan rntuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.

17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan
keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanj utnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana Kerya Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

21. Rencana Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disrngkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang
selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rat$.at Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISAS] DATA

Pasal 2

(1) Untuk melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan
sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara
periodik dibentuk Tim Penerapan SPM yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data
dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan
dilaksanakan oieh perangkat daerah yang membidangi
urusar pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber
dari perangkat daerah yang membidangi urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri
dari:
a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak

memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar
Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis
Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia
jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan

dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusarl
pemerintahal szajib terkait pelayanan dasar, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan
Renaksi Penerapan SPM.
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BAB III
INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan
mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah.

(2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan
wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program,
Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar
ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja
PD.

(3) Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan
pemenuhan Pelayanal Dasar terintegrasi ke dalam dokumen
RKPD dan Renja PD.

Pasal 4

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan
mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBK Aceh Utara.

(2) Bappeda dan Badan Pengeloiaan Keuangan Daerah (BPKD)
memastrl<an Program, Kegiatan dan sub kegiatan
pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan
Renja PD terintegrasi ke dalam APBK Aceh Utara dan
memastitan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan
anggarar perangkat daerah yang membidangi urusan
pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV
STRATEGI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasai 5

(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemmusan strategi
Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan
Penerapa.n SPM.

(2) Bagian Tata Pemerintahan mengoordinasikan perumusan
strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yalg
membidangi urusar pemerintahan wajib terkait layanan.

(3) Inspektorat mengoordinasikan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima)
tahun.

(5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan
Penerapan SPM sebagaimara dimaksud pada ayat (1)
melalui:
a. perremuan atau rapat koordinasi secara berkala;
b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
c. konsultasi penerapan SPM.

(6) Langkah dan strategi penerapan SPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB Ii Kondisi dan Permasalahan Pemenuha-n

Penerapan SPM;
c. BAB III Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
d. BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan SPM; dan
e. BAB V Kesimpulan dan Saran.



(7) Strategi dan pemenuhan penerapan SPM sebagaimana pada
ayat (61 dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPIM
yang berupa:
a.
b.

Program, kegiatan dan sub kegiatan;
Indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap
penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang
tidak terpenuhi;
Tahun dasar pelaksalaan;
Pencapaian SPM;
Inisiasi
Sumber Pendanaan; dan
Instansi Pelaksana.

(8) l,angkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SpM
kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

(2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan
rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun
anggaran be{alan dan tahun berikutnya.

c
d
e
f.
c

(5) Sekretaris Daerah dapat mengupayakan sumber pendanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama
dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, keqja
sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari
APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan.
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BAB V
PEMB]AYAAN

Pasal 7

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi
sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran
daerah.

(2) Sumber pendanaan sebegaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APBK Aceh Utara.

(3) Sekretaris Daerah memprioritaskan pembiayaan penerapan
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2\.

(4) Dalam hal APBK Aceh Utara tidak mencukupi pembiayaan
Penerapan SPivI, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber
pendanaan iainnya yang sah dan tidak mengikat.
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,EMANTAU.i$BXL .unru o.,
Pasal 8

(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan
evaluasi Penerapan SPM Daerah.

(2) Pemantauan dan evaluasi penerapan SpM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan
penyusunan kebijakan Penerapan SpM tahun berikutnya.

Pasal 9
(1) Bagian Tata Pemerintahan mengkoordinir pelaporan

Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat
pusat melalui sistem pelaporan SpM berbasis aplikasi
https : / / spm. bang da. kemendagi. go.id.

{2} I-aporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1| disampaikan secara triwulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangqal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalarn Berita Daerah l(abupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
esem

memerintahkan
penempatannya

2023
madil A*'al 1445 H

EH UTARA,r
Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 Desember2O 3M

Jumadil Awal 1445 H-.-iHx....
SEKRE DAERAH

LceH urena,
(

A. RTALA1

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 NOMOR 3O





LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR3OTAHUN 2023

TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

K{BUP,{TEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2027

I(ATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SubhanalLahu \\ra

Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridha-Nya, proses penyusunan Peraturan

Bupati rentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minima_1 Daerah

(Renaksi Penerapan SPM) Kabupaten Aceh Utara, dapat diselesaikan sesuai

dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata "minimal" dalam

istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas
pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang

ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan la'7anan dasar secara minimal,
pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan pernetaan untuk melihat sejauh

mana j angkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan

persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka

menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh
pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini.

Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini marapu memberikan perubahan

untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya

meningkatlan kualitas layanan dasar begl masyarakar.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasn5,a

kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnl,a
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar
dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan
bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan
tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah
dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan
sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan
pengawasan berupa pemberiaa pedoman, standar, arahan, bimbingan,
pelatihan, superwisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal
ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal adalah
dengan menyusun Renaksl Penerapan SpM Daerah dalam bentuk peraturan

Kepala Daerah.

sPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar
yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, namun terdapat
perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SpM.

sPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelengaraan

Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya
kesejahteraan masyarakat. upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin
dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan
berbangsa yalg serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal
kepada masyarakat yang beroriezrtasi terhadap terwujudnya pelayanan publik
yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menerapkan SpM
dengan tujuan peningkatan pela1'anan prima menuju Good Gouernance.

I



L.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3. I(ondlsi Umum S/ilayah

1.3.1. Luas ffilayah dan Batas Wtlayah

Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari provinsi Aceh yang

berada di sebelah utara. Berdasarkan Peta Bakosurtanal skala i : 50.000,
secara geografis Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi 96052, - 970 3l'
Bujur Timur dan 040 43'- 050 16' Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten
Aceh Utara dengan wilayah lainnya ada_lah:

- Sebelah utara : Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka
- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur
- Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meuriah

- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen

1.3.2. ?opograft

Batas daerah di sebelah utara yaitu Selat I\,Ialaka, dan di sebeiah selatan
adalah kaki atau lereng pegunungan. Secara umum bentuk permukaan bumi
atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan

adalah:

1. Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.

2. Datararr aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran
pantai.

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen

pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun,

memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang

dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam
pemenuhan SPM dan aiat melaksanakan pemantauan dan eva-luasi penerapan

SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan

informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan

efekdfitas dan efi siensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan

kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan

program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.
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3. Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran

aluvial.

4.7.ona vulkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggungan

pegunungan.

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari yayasan

Leuserlnternasional [YLI], dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan
di Aceh Utara, yaitu :

O - 2 o/o : 50,38 o/o, atau sekitar 166.063 Ha;

2 - 8 o/o : 18,85 ot'o, atau sekitar 62.146 Ha;

8 - lSyo : 10,54 o/o, atansekitar 34.749 Ha;
15 - 25 o/o : 9,59 o/o, atau sekitar 31 .617 Ha;

25 - 40 o/o : 7,26 o/o, atau sekitar 23.935 Ha;

> 4O o/o : 3,39 Yo. atau sekitar 11.176 Ha

1.3.4. Demografl

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adaiah 3.296,96 km2,
ata:u 329.686 Ha. Dengan palljang garis pantai 51 Km, dan kewenangan

kabupaten adalah sampai 4 rnil laut, maka luas wilayah laut dalam
kewenangan ini yaitu 37.744 ha atau 3.TT4,4 km2. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada Tabel berikut ini :

1.3.3. Ikltm
Curah hujan tahunan di u'iiayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara

1.000 - 2500 mm, dengan hari hu-ian 92 hai. Musim hujan terjadi pada bulan
Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terl'adi di bulan
Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari
hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah
(cenderung kemarau) tedadi pada bulan Februari sampai Juli, dan -yang
cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah 30'C, dengan kisaran antara 2i"C sampai
35"C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adaiah 28.C, dan pada musim
kemarau suhu rata-rata adalah 32,8"c. Kelembaban udara berkisar antara g4-

89 persen dengan rata-rata 86,6 persen.



1 Sawang 384,65 77,67
2 Nisam 42,74 3,48

Nisam Antara 84,36 2,56
4 Bandar Baro 42,35 1,28
5 Kuta Makmur 151,3 2 4,59
6 Simpanq Keramat 79,78 )4)
7 Syamtalira Bayu 77 ,53
I Geurudonq Pase 269,28 8,77
9 Meurah Mulia 202,57 6,74
10 Mabng Kuli 56,94 7,73
11. Paya Bakong 478,32 72,69
72. Pirak -Ilmu

67,74 2,05
13. Cot Girek 189,00 5,73
74. Tanah lambo Aye 162,98 4,94
15. Lanqkahan 150,52 4,98
16. Seunuddon 100,63 3,05
L7. Baktiya 758,67 4,Bl
18. BaKiya Barat 83,08 2,57
19. Lhoksukon 243,00 7 ,37
70. Tanah Luas 30,64 0,93
27 Nibonq 44,91 1,36

Samudera 43,78 1,31
23 Syamtalira Aron 28,13 0,8s
24. Tanah Pasir 20,38 0,62

Lapang 0,5819,27
Muara Batu 1,0133,34

27. Dewantara 39,47 1,20
Kabupaten 3.296,86 100,00

-4-

Luas Wilayah Kabupaten Aceh Utara Menurut Kecamatan

Sumber Dota : Aceh Utara Dolom Angka 2022

1.3.5. Kawasan Ilawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan

berdasarkan jenis bencana yang terjadi, yaitu :

1) Bencana longsor, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Gunci

dan Gampong Riseh Teungoh (Kecamatan Sawang), Gampong pase

Sentosa (Kecamatan Geureudong Pase), Meunasah Leubok Kliet
(Kecamatan Meurah Mulia), Gampong Meuria Matangkuli (Kecamatan

Matangkuli), Gampong Alue Semambu (Kecamatan Cot Girek);

2) Bencana gelombang pasan& dengan jalur dan ruarg evakuasi di
Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong

Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee

(Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah

Pasir), Gampong Keude lapang (Kecamatan Lapang), Gampong

Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan

Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon). dan Gampong Glumpang

Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye);

Kecamatan Pers€ntase

77.

25.
26.



-5

1.3.6, Fokus Pemenuhan Pelayanan Dasar

1. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa
pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan
dinyatakan dalam persentase. APK untuk mengetahui banyaknya siswa yang
bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu sehingg makin tinggi ApK

berarti makin banyak anak usia sekolah lrang bersekolah di jenjang
pendidikan tertentu atau banyaknya anak diluar usia sekolah. Adapun ApK di
Kab. Aceh Utara adalah sebagai berikut:

3) Bencana banjir, dengan jalur dan ruang er.akuasi di Gampong Binjee

dan Gampong Blang Crok (Kecamatan Nisam), Gampong Ulee Nyeu

(Kecamatan Bandar Baro), Gampong Meunasah Glong dan Gampong

Keude Bayu (Kecamatan SSiamtalira Bayu), Gampong Matang IX dan

Gampong Punti (Kecamatan Matangkuli), Gampong Blang Gunci dan

Gampong Teungoh Siron (Kecamatan Paya Bakong), Gampong Tanjong

Putoh dan Gampong Paya Terbang (Kecamatan Tanah Luas), Gampong

Blang Peuria (Kecamatar Samudera), Gampong Meucat (Kecamatan

Syamtalira Aron). dan Gampong Tambon Ba,roh (Kecamatan Dewantara)

serta beberapa Gampong di Kecamatan Lhoksukon;

4) Bencana gempa bumi dan Bencana tsunami, dengan jalur dan ruang

evakuasi di Gampong Pante Gurah dan Gampong pulo Makmur,

Gampong Pulo Makmur (Kecamatan Muara Batu), Gampong Uteun

Geulinggang, Gampong Keude Krueng Geukeuh, Gampong paloh lgeuh,

dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara), Gampong

Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen,

Gampong Matang Ulim, dan Garnpong Keude Blang Mee (Kecamatan

Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah pasir),

Gampong Keude l,apang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah

Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong

Ulee Titi (Kecamatal Seunuddoni, dan Gampong Glumpang Umpung
Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye).
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Angka Partlsipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kab. Aceh Utara
Tahqn 2Ol9 - 2O2l

Tahun
2020 202t 2022

Jumlah Murid SD/MI 72.8r0 74.393 73.877
Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun s8.820 70.747 72.682
APKSD/MI (o/o ) 105,8 105,1 101,64
Jumlah Siswa SMP/MTs 33.708 36.800 37.365
Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 tahun 32.393 35.348 37.589
APK SMP/MTs (o/o ) 104,1 t1t,2

Uraian

99 4
Sumber: Dnas Pendidikan talun 2022

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Persentase penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas
pendidikan dapat diketahui dengan menggunakan indikator yaitu Angka

Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan ukuran daya serap sistem

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran yang banyak digunakan

di sektor pendidikan seperti peftumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan
perubahan jumiah murid yang mampu ditanpung di setiap jenjang sekolah.

Kenaikan persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin

meningkatnya parlisipasi sekolah. APS ada,Iah jumlah murid kelompok usia
pendidikan dasar, SD [7-15 tahun) dan SMP (15-18 tahun] yang masih

menempuh pendidikan per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Perkembangan APS kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidlkan
Kab. Aceh Utara tahun 2OL9-2O21

Tahun
2020 202L 2022

SD/MI 99,740/o 99,990/o 98,750/o
SMP/MTS 97,990/o 9B,3Bo/o 98,490/o
Sumber; Badan Pu.sat Statistik taiun 2022

3. Angka Kematian Bayi (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator keberhasi-an
pembangunan pada sektor kesehatan dimana dapat menggambarkan
perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator
penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan

kesehatan lainnya. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang

lenjang Pendidikan



meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000

kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Trend AKB di Kabupaten Aceh Utara tahun 2019-2021 berada pada 3-5
per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayl Kab. Aceh Utara tahan 207-9-2021

Uraian Tahun
2020 202L 2022

4/1000 s/1000 s/1000
Sumber: Dlinas Kesehatan Kab. Ac,eh Utara talatn 2022

4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator lainnya untuk menilai derajat Kesehatan masyarakat adalah
Angka Kematian lbu (AKI). AKI merupakan salah satu indikator untuk
melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu
selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh
kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena
sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 10o.oo0

kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2017 -2021,

adalah sebagai berikut :

Angka Kematian Ibu Kab. Aceh Utara tahun 2Ol9-2O21

2281
100.000

Sumber: Dinos Kesehntan Kab. Aeh Utara tatttn 2O22

5. Rumah tangga pengguna Air Bersih

Peningkatan pelayanan dasar bidang air bersih terus diupayakan
oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kolaborasi
program dan pendanaan. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya
berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari
termasuk diantaranya adalah sanitasi. Kebutuhan air untuk suatu daerah
ditentukan oleh 2 (dua) parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat
konsumsi air. Sumber air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air
sungai, air hujan, air tanah, air permukaan dari air mata air. Kua-litas umum
air dapat diukur dengan parameter seperta bau, rasa, tingkat kekeruhan dan
warna. Perkembangan pengguna air bersih ini teru s meningkat dari tahun-
tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut:

TahunUraian
2020 2021 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) 2O7 /
100.000

138/
100.000

-7 -

Angka Kematian Bayi (AKB)



Uraian
2021

Jumlah rumah tangga pengguna air
bersih

99.743 103.2t7 104.820

Jumlah seluruh rumah tinggal r42.587 142.821 142.846
Persentase 69,9s 72,27

-8-

Rumah tangga pengguna Air Bersih Tahun 2019-2022

Tahun
2022

38
Sumber: Dnas Perumahan Rakgat dan Kauasan Perm.ukiman Kab. Aceh Utara 2O22

6. Runah t ayak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan

bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan

penghuninya. Penyedian rumah layak huni juga merupakan layanan dasar
publik yang menjadi tanggungiawab pemerintah untuk memenuhi dan

melindungi masyarakarnya terutama raasyarakat berpenghasilan

rendah / miskin. Persentase tahun ke tahun semakin meningkat dibandingkan
persentase rumah layak huni tahun sebelumnya. Perkembangan persentase

rumah layak huni dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel

berikut:

Persentase Rumah La.yak Huni Tahun 2020 - September 2022

Prasarana

Rumah Layak Hurri

Jumlah Rumah Tingal

Persentase

Sumber , Dirms Perunrahan Ralryat dan Kawasan Permukimatr liab. Aceh tJtaru ZOZ2

7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PI\{KS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Aceh Utara cenderung
fluktu-atif, hal ini dikarenakan masih terdapat masS'arakat dengan kondisi
kemiskinan, keterlantaran, disabilitas,ketunaar, korban tindak kekerasan dan
perdagangan orang, serta perubahan ling kungal sehingga tidak dapat
melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya
melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial,

rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial.

Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinas Sosial, pemberdayaan

Tahun

2020 ?o27 2022 Ket

't24.497 724.670 58 Selesai

142.821 t42.846 142.946

87.17 87 ,23 87.50

2020
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Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020

sekitar 0,1 s/d 2,26 persen.

September 2022

Penan PMKS di Kabu ten Aceh Utara Tahun 2020 - Se tember 2022

Sumber . Dinsos PSA Kabupaten Aceh UtaraTalfir. ZOZ2

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan

dan eva1uasi yang dilakukan pada capaian penerapan SpM pada Tahun
sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SpM melakukan
serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan
mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam
penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan

SPM. Strategi tim penerapan SPIVI dalam menyusun Renaksi penerapan SpM
Daerah harus memperhatikan faktor intema-l dan eksternal yang berada di
dalam lingkup ekologi/Iingkungan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara
yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SpM. pendekatan ya:tg
digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi penerapan

sPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi
yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SpM dalam upaya memperba:ki
capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi penerapan SpM Daerah yarg
disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara
kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh
pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintaha-n Daerah, pemerintah menerbitkan peratu.ran

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan

Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor lo0 Tahun 2018. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 201g dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oieh
setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan spM baik provinsi

maupun Kabupaten / Kota.

Tahun
Uraian

2020 2021 2022

Jumlah Populasi PI4KS 767.253 165.980 149.917

Jumlah PMKS yang dibantu 3780 453 157

,,A 0.27 0.1 0Persentase PMKS yarg dibantu (%)
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2.2. Permasalahan Pemenqhan Penerapan SPM

Daiam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Aceh Utara ditemukan

beberapa permasalahan sebagai berikur:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara secara umum mengalami

perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, datam penyelenggaraan

pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang

telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi

dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) betum tepat waktu;

2) Belum merata dan optimalnya akses, kualitas dan tenaga pendidikan;

3) Fasilitas Pendidikan baik Sarana dan Prasana pada setiap Sekolah masih

sangat kurang dan belum memenuhi Standar Pendidikan;

4) Beberapa SD dan SMP belum memiliki sarana dan prasarana yang

memadai seperti kondisi bangunar ruang keias rusak yang berdampak

pada kelancaran proses belajar mengajar;

5) Kurangnya kesadaran anak akan pentingnya pendidikan, sehingga

didaerah tertentu anak memilih untuk bekerja dan mendapatkan uang.

6) Minimnya angtqaran yang dialokasikan pada sekolah PAUD, SD dan SMP di

daerah.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan
wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih

terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adaiah

sebagai berikut:

1) Keterbatasan a,lokasi anggaran penyediaan sarana dan prasarana

peralatan medis dan non medis pada Pusat Kesehatan;

2) Minimnya sarana pendukung listrik, internet, komunikasi dan alat
transportasi;

3) Belum terpenuhinya SDM penyuluh yang sesuai dengan kondisi
masyara-kat dan sarana prasarana Kesehatan yang belum lengkap;

4) Kurangnya pemahaman terhadap pelaporan Kesehatan terutama pada

faskes;

5) Kurangnya pemahaman terhadap pengumpulan data jumlah penduduk.
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2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Ralryat di Kabupaten Aceh Utara
secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun
masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SpM,

adalah sebagai berikut:

1) Minimnya alokasi anggaran;

2) Belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan sub
kegiatan kebencanaan;

3) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan;
4) Status Tanah yang tidak jelas;

5) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SpM.

2.2.5. Ketenterarnan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyeienggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Aceh Utara
secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun
masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SpM,

adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
2) Kurangnya jumlah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ppNS) yang

mempengaruhi terhadap kinerja PD;

3) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang
tanggap darurat dan penanggulangan;

4) Belum optimalnya penerapan dan penegakan kebijakan daerah yang telah
ditetapkan;

5) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai;

6) Belum tersedinya sar€rna dan prasarana yang memadai.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekeq'aan Umum di Kabupaten Aceh Utara

secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun

masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SpM,

adalah sebagai berikut:

1) Alokasi anggaran yang sangat terbatas;

2) Beium tersedianya basis data yang akurat;

3) Belum terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan SpM terutama
sub bidang air bersih ialam dokumen perencanaan sehingga indikator
iayanan belum tercapai;

4) Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SpM seperti
jaringan air bersih layak minum.
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2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Aceh Utara berkembang

seiring waktu ke arah yang lebih baik, narnun ada beberapa masalah dalam

pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) I{inimnya urnggaran pelaksanaan penerapan SPM;

2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama

data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

3) NIasih kurangnya pemalraman dalam menSrusun pelaporan SPM;

4) Belum be{alannya program rehabilitasi sosial ;

5) Kondisi kehidupan sosial masyarakat yang tidak paham dan beranggapan

tidak terhadap program dan kegiatan Disabilitas sosial;

6) Belum tersedianya peta kera'*'anan dan mitigasi bencana secara lengkap

dan menyeluruh;

7) Illinimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM;

8) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.
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BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Daiam memenuhi ketentutan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung

dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya

dituntut dapat mencari altematif terbaik dalam menghadapi dan mencari

solusi setiap permasala-han yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi

dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan

strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan

pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang

diambil dalam menyeiesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai

berikut:
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3. 1. Strategl dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program,

kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90

Tahun 2OL9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahwn 2O2l

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunarl dan Keuangan

Daerah.

3.1.1.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendldikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Aceh Utara Bidang Pendidikan adalah

sebagai berikut:

KEGLATA.N SUB KEGIATAIII SATUAN

5
1 Pendataan anal< usia dini untuk

keperluan identifikasi kebutuhan
daya taopung layaian untuk anak
usia 5 (lima) tahun sarnpai dengan 6
(enami tahun

Peserta
didik

2 Penyelenggaraan sosialisasi
pentingnya pendidikan alak usia dini
kepada raasyarakat paling sedikit 2
{dua) kali per tabun

Kegiatan

3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan
kepada Peserta Didik dari keluarga
tidak mampu agar mendapat layanan
paling sedikit 1 isatu) kali da-larn 6
(enarn) blllal

Peserta
didik

Penyediaal layarean pendidikan anak
usia dini paling s€dikit 1 isatu)
satuan pendidikan anat usia dini di

desa

Peserta
didik

5 Penyediaal layanar pendidikan di
wilayah yalg kekurangan daya
tampung

Peserta
didik

6 Penyediaal layanal pendidikan di
wilayah yang ditetapkan sebagai
daerah terdepan- terluar, da,
tertiflggal

Peserta
didik

1 Pemberial lavanal pendampingan
bagi satuan pendidikan anak usia
dirri paling sedikit 1 (satu) kali dalam
6 (enaa) bulan

Kegiatarl

2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik
dalam wadah berbasis komunitas
untuk oeningkatkan kualitas
layanalr paling sedikit 1 (satu) kali
dalall 6 (enam) bulan

Kegiatan

3 Sosialisasi kepa<ia satuan peardidikar
meagenai kualitas layarran
pendidikaa alak usia dini ya;ng
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
dala-m 1 (satu) tahun aiararr

Kegiata-n

4 Pemeriksaan kondisi bangunan
sarana dan prasarana satuan
peodidikan secara periodik paling
sedikif 1 {saru}kali dalart I (saru)
tahun

Kegiatan

Program SPM
Pendidikan Anak Usia
Dini

Kegiatan
pemenuharr
layanan dasar SPiI
PAUD

Kegiatan
Pemenuhan
kualitas dan
pemerataan
laya-l1an satuan

5 Pemeliharaan dan perbaikan
terhadap kondisi sarana dan
prasarana satuan pendidikan yalg

Kegiatal

1

t{o PROGRAM

7 2 4

4



PROGRAU I(EGIATAT{ SI'B TGGIATAN SATUAN

7 2 3 4 5
rusak

Pemenuhan jumlah
pendidik dan
tenaga
kependidikan

1 Pemetaan dan penataan penempatan
untuk perneiataan pendidik dan
tenaga kependidikan paling sedikit 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun

Pendidik
dan tenaga
kependidik
am

2 Pendistribusian pendidik dal tenaga
kependidikan yang berkualitas untuk
pemerataan pendidik dan tenaga
kependidikan

Pendidik
dan tenaga
kependidik
an

3 Pengajual formasi guru ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Guru

4

5 Penempatan lulusan pendidikan dal
pelatihan calon kepala
sekolah/ lulusan guru penggera-I<
sebagai kepala sekolah

Kegiatan

6 Penempatan lulusan pendidikal dan
pelatihan calon pengawas
sekolah / lulusan guru penggera*
sebagai pengawas sekolah

Keglatzul

7 Penetaan kecukupan jumlah
pengawas sekolah atau penilik untuk
satuan pendidikan anak usia dini

Pengawas
atau
penilik

Pemenuhan
kualitas pendidik
dan tenaSa
kepeadidikan

1 Peningkatan kualfikasi dar
koEpetensi bagi pendidik dan tenaga
kependidikan yang belum memenuhi
kualifikasi dan kompetensi yang
dipersyaratkan

Kegiatar

2 Beasiswa atau bantuan biaya
pendidikan dalam peningkatart
kualifikasi da! kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan

Pendidik
da.n tenaga
kependidik
an

3 10. Fasilitasi kepala sekolah atau
guru yang belum memiliki sertifikat
guru penggerak untuk mengikuti
pendidikan darr pelatihan guru
penggerak

Kegiatan

Prograo SPM
Pendidikan Dasar

Kegiatan
peBenuhan
layanan dasar SPM
(SD./ sI'{P/MI/ MTs/
Paket A/ Paket B)

1 Pendataan warga negara usia 7
(tujuh) sampai dengan 15 (lirna belas)
tahun yang tidak bersekolah

Peserta
didik

2 Pemberian biaya pendidikan kepada
Peserta Didik dari keluarga tidak
ma:rrpu saopai lulus

Peserta
didik

3 Penyediaan layanal pendidikan di
wilayah yang kekurangan daya
tampung

Peserta
didik

4 Penyediaan layanar pendidikan di
wilayah yang ditetapkan sebagai
daerah terdepan, terluar, dan
lelti4CSal

Peserta
didik

Pemenuhal
kua-titas darr
pelrxerataan hasil
belajar Peserta
Didik
{SD,/ SIvIP/ Ml/MTs/
Paket A/ Paket B)

1 Pembentuka.n komunitas belajar dan
meElastikan gum, kepala sekolah,
dan pengawas sekolah terlibat aktif
dalam komurritas tersebut

Unit
komunitas

, PeLatiharr/ seminar / lokakatya
penguata-n kompetensi kepala
sekol,ah dan guru

Kegiata-n

Pemenuhan
kualitas dal
pemerataa.n
layanarr
(SD/sMP/MI/ MTs/

1 Peabe.ian layanan pendampingan
kepada satuan pendidika.o untuk
mencegah perundungan kekerasan
pada anak paling sedikit 1 {satu) kali
dalam 6 (enam) bulal

Kegiatan

22

Penyediaan guru pembiobing khusus
paling sedikit 1 (satu) oralg pada
satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan
inklusif

Kegiatan

lto
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PROGRAM KFEIATAN SUB NEGIATAN SATUAN

7 2 4 5
Paket A,/Paket B)

Pemenuhan jumlah
pendidik dan
tenaga
kependidikan
(SD,,SMP/ Paket
A/Paket B)

Pemenuhan
kualitas peadidik
dan tenaga
kependidikan
(SD,,SMP/Paket
A/Paket B)

Pemeriksaaa kondisi bangunan
sekolah dasa:'paling s€dikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun

I{egiatan

3 Perbaikan terhadap kondisi
bangunan satuan pendidikan yang
rusak sedang dan rusak berat

Kegratan

4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan
mengenai peningkatan kua_litas
layanarr termasuk pentingnya
inldusivitas dan kebinekaan ulruk
mencegah diskriminasi terhadap
ekonomi, gender, fisik, agama, suku,
dan budaya kepada satuan
pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali
dalaE 1 {satu) ta}run ajaran

(egiatan

1 Pemetaan dan penataan penempatan
untuk pemerataan pendidik dan
tenaga kependidika! paling sedikit 1

(satul kali dalarn 1 (satu) tahun

Pendidik
dan tenaga
kependidik
ai

2 Pendistribu sian pendidik dan tenaga
kependidikan yarrg berkualitas untuk
pemerataan pendidik darl tenaga
kependidika-o

Pendidik
c'an tenaga
kependiC <

at1
3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai

dengan ketentuan peraturan
perun43ng-undangan

Guru

4 Penyediaan guru pembiobing khusus
paling sedikit 1 (satu) orang pada
satuan pendidikan yang
menl'elenggarakan pendidikan
inklusif

Kegiatan

Penempatan lulusar pendidikan dai
pelatihan calon kepala
sekolah / lulusan guru penggerak
se kepala sekolah

Kegiatarl

6 Penempatan lulusan pendidikan dal
pelatitran calon pengawas
sekol,ah/lulusan guru pengqerak
se pengawas sekolah

Kegiatarl

7 Pemetaan kecukupan jumtah
pengar as sekol,ah untuk satuan
pendiCikan

Pengawas

Peningfuatan kualiEkasi dan
koopetensi bagi pendidik dan tenaga
kependidikan yalg belurt memenuhi
kualifikasi dan kompetensi yang
!!persyaratkan

Kegiatan

2 Pemberian beasiswa atau bantuan
biaya pendidikan dalam penirrgkatan
kualiEkasi dan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan

Pendidik
dan tenaga
kependidik
an

3 Pasilitasi kepala sekolah atau guru
yang belum lnemiliki sertifikat guru
peng3erak untuk mengikuti
pendidikal dan pelatihan guru
penggerak

Program SPM
Pendidikan Kesetaraan

Kegiatan
pemenuhafl
Iayanan dasar SPM
((esetaraar)

1 Pendataan waJga negara usia 7
(tujuh) sampai dengaa 15 (lima belas)
tahun yang tidak bersekolah

Peserta
didik

2 Pemberian biaya pendidikan kepada
Pes€rta Didik dari keluarga tidak
matnpu salrrpai lulus

Peserta
didik

3 Penyediaan layanan pendidikar di
wilayah -yang kekurangan daya
tarnpung

Peserta
didik

4 Penyediaan layanan pendidikan di
wilayah yang ditetapkan seb ai
daerah terdepan, terluar, dan
tertinggal

Peserta
didik

NO

2

5

1

Xegiatan
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NO

7

PROGRAM XEGIATAN SUB KEGIATAT{ SATUAN

2 4
1 Pembentukan komunitas belajar dan

memastikan guru, kepala sekolah,
darr pengawas sekolah terlibat aktif
dalam komuoitas tersebut

Pemenuhan
kualitas dan
pemerataan hasil
bel4jar Peserta
Didik (Kesetaraar)

2 Pelatihan/ seminar/ lokakarya
penguatal k,rmpetensi kepa-[a
sekolah dan qr.rru

Kegiatajl

1 Pemberian layanan penda-rnpingat
kepada satuan pendidi.kan untuk
mencegah perundulgaa kekerasa.n
pada anak paling sedikit 1 (saru) ka-Ii
dalan 6 (en@l bulan

Lal-lKegia

2 Pemeriksaal kondisi bangunan
sekolah dasa paling sedikit I (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun

Kegiatal

Perbaikan te:hadap kondisi
bangunan satuarr peodidikan yang
rusak sedaog dan rusak berat

Kegiatar

Pemenuhal
kualitas darl
pemerataan
layanan
(Keset€raan)

4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan
mengenai peningkatan kualitas
l,ayanan teiEasuk pentingnya
inklusiyitas dan kebinekaan untuk
mencegah diskriminasi terhadap
ekonomi, gender, fisik, agama, suku,
dan budaya kepada satuan
pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun ajaran

Kegiatan

1 Pemetaan dair penataan penempatan
untuk penerataan pendidik dan
tenaga kependidikan pa-ting sedikit 1

(satu) kali dala-m I {satu) tahun

Pendidik
dan tenaga
kepeodidik

2 Pendistribu sial pendidik dan tenaga
kependidikan vang berkualitas untuk
peErerataa.n .endidik dal tenaga
kependidikar:

Pendidik
dan tenaga
kependidili
an

Pengajuan foroasi guru ASN sesuai
dengarr ketentuan peraturan
perundang-undangan

Guru

4 Penyediaar guru pembimbing khusus
paling sedikit 1 (satu) orarg pada
satuan pend{ii<arr vang
menyelenggaakan pendidikan
inklusif

5 Penempatan lulusan pendidikan dan
pelatihan calon kepa-la
sekolah/lutusan guru penggerak
sebagai kepala sekolah

Kegiatan

6 Kegiata-rr

Penenuhan jumlah
pendidik dart
tenaga
kependidikan
(Kesetaraan)

7 Pemetaan kecukupal jumlah
pengawas sekol,ah untuk satuar
pendidikan

Pengawas

1 Peningkatan kualifikasi dan
kompetensi bagi pendidik dan tenaga
kependidikao 1-ang belum raenenuhi
kualifikasi dan kompetensi yang
dipersyaratkar:

KegiatanPemenuhan
kualitas pendidik
darr terxaga
keperdidikan
(Kesetaraan)

.) Pemberian beasiswa atau bantuan
biaya pendidilian datam peningkatan
kualiEkasi daa kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan

Pendidik
da! tenaga
kependidik
am

Kegiatan

Unit
komunitas

3

Penempatan tulusal pendidikan dan
pelatihan calon pengawas
sekolah/ lutu san guru penggerak
sebagai pengawas sekolah
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3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

3.1.2.SPM Pelayanan Dasar Urusan PekerJaan Umum

Liter/ Detik

PROGRAN' I{:EGTATAIT ST'B NEGIATAN SATUAN

7 4 5
3 Fa,silitasi kepala sekolah atau gutu

yang belum memiliki sertifikat guru
penggerak untuk men&ikuti
pendidikan dan pelatihan guru
penggerak

Kegiatan

NO PROGRAI{ I{F&IATAII SI'B XEGIATAI{ SATUA
N

7 2 3 4 5
1 PROGRAM

PEMENUHA
N UPAYA
KESEHATAN
PERORANG
AN DAN
UPAYA
KESEHATAN
MASYARAI(A

Penyediaan
l,ayanan
Kesehatan
untuk UKM
darr UKP
Rujukan
Tingkat
Daerah
Kabupaten/ Ko
ta

I
2
3
+
D

6
7
8

I

10

11

L2

13

t4

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Haoit Orang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan tbu Bersa.lin Orang
Pengelolaan Pelavanan Kesehatan Bavi Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Keseharan Balita

Orang
Orarlg

Peneelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
PenCidikan l)asar

Orang

Pengelolaan Pelayanan Kesehata-n pada Usia Produktjf Orarrg
Pengelolaal Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Orartg
Pengelolaan Pelayanal Kesehatan Penderita H ipertensi Orang
Pengelolaa! Pel,ayanan Kesehatart PeDderita Diabetes
Melitus

Orang

Pengelolaan Pelayanan Kesehatal Oralg dengan
G Jiwa Rerat

Orang

Pengelol,aan Pelayanan Kesehatan Ora'g Terduga
Tuberkulosis

Orang

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko
Terinfeksi HIV

Orang

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Dokume
n

Pengelolaan Pelayalan Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau
Be4)otensi Bencana

Dokume
n

NO PROGRAM I(EGIATAI SI'B KEGIATAIC SATUAN

1 4 5
1 PROGRAM

PENGELOLAA
N DAN
PENGEMBAN
GAN SISTEM
PENYEDIAAN
AIR MINUM

PengeloLaan
dan
Pengernbanga
n Sistem
Penyediaan
Air Minum
(SPAM di
Daerah
Kabupaten/K
ota

1 Dokumen

2 Supervisi
Pembangunal/Peningkatan,/ Perluasan/ Perb
aikan SPAM

Dokumen

3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipa.an di
Kawasan Perkotaar

+ Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaar di
Ka'r'rasan Perdesaan

SR

5 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaai di
Kawasan Perkotaan

Liter/ Detik

6 PeIringkatan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaar

7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaanli
I(a^rasan Perkotaan

SR

8 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Per:desaan

Penyelenggara
SPAM

NO

2 3

9

2
Penl'usuaan Rencana, Kebtakan, Strategi
dan Teknis SPAM

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif
Air Minum
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NO KEGIATAI{ SI'B KE,GIATAIT SATUAN

5
10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap

Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha
Untuk Kebutuhan Sendiri

Badal Usaha

11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Penyelenggaraaa SPAM oleh Pemerintah
Desa dan Kelompok Masyarakat

Kelompok
Masyarakat

t2 Fasilitasi Penfapan KeSa Sama SPAM Unit

13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Pelahsanaan Kerja Sar:aa SPAM

Unit

14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Pengelolaan SPAM

Penyelenggara
SPAM

15 Operasi dan Peoeliharaan SPAM di
Kawasan Perkotaan

Unit

1 6 Operasi dan PemeLiharaan SPAM di
Kawasan Perdesaan

Unit

17 Pembangunar Baru SPAM Bukan Jaringan
Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Rumah Tangga

18 Peaingkatan SPAM Bukan Jaringal
Perpipaan di Kawasan Perdesaan

19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perdesaarr

20 i Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di
I Kawasan Perkotaar

Unit

2 1 Perbaikan SPAM Bukan Jaringal Perpipaan
di Kawasan Perdesaan

Unit

2 PROGRAM
PENGELOLAA
N DAN
PENGEI\,IBAN
CAN SISTEM
,\IR LIMBAH

Pengelolaan
dan
Pengembanga
n Sistem Air
Limbah
Domestik
d,l,rn
Daerah
Kabupaten/K
ota

1 Penyrsunan Rencana, Kebijakan, Strategi
i darr Tekr:ris Sistea Pengelolaan Air Limbah
i Domestjk dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen

2 lsuperrrisi Pembangunal/Rehabilitasi/
Peningkatan/Periuasan Sistem Pengelolaan
Air Liabah Domestik Terpusat Skala Kota

Dokumen

3 Pembangunaa/Penyediaan Sistem
Pengelolaan Air Limbatr Terpusat Skala Kota

Rumah Tangga

4 Rehabilitasi/Peningkatar/ Perluasan Sistem
, Pengelolaan Air Limbah Doaestik Terpusat
lskala Kota

Rumah Talgga

5 Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistera
Pengelolaan Ai! Limbah Domestik Terpusat
Skala Permukiman

Rumah Tangga

Rumah Tangga

7 Oralg

8 Sosialisasi dan Pemberdayaal Masya.rakat
terkaitPenyedjaar:r Sistem Pengelolaan Ait
Limbah Domestik

Kelompok

9 Pengembangan SDM darr Kelembagaan
Pengelolaan Air Limbah Domestik

Unit

M:r/ Hari10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik

1 1 i Superrisi PeabanguranT n-irabifitasl
/ Peningkatan / Perluasar Sistee Pengelolaa-n
Air Lirnbah Domestik Terpusat Skala
Permukiman

Mtr / Hari

12 Pembangu.nan/Penyediaan Sistem
I Pengelolaai Air Limbah Terpusat Skala

Orang

PROGRAM

7 2 4

6 ] Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem
I Pengolahan Setempat

Peabinaan Teknik PengeloLaan Air Liabal
Domesdk



Ito PROGRAM XEGIATAIT SIIB I(EGIATAI{ SATUAI{

7 4 5
Permukiman

1J Penyediaan Sarana Pen{a!.gkutan Lumpur
Tinja

Unit

14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dal
Prasarasa IPLT

Rumai Tan&ga

16 Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana
dan Prasarana IPIIT

Rumah Tangga

t7 Supervisi
Peabangunan/ Rehabilitasi / Peningkatarl / Pe
rluasan Sarana dal Prasarana IPLT

Dokumen

1
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Dokumen

3.1.3.SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Dokumen

3.1.4.SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan
Pelindungan Masyarakat

NO PROGRADI SI'B KEGIATAIT SATUAX

!to PROGRAU XEGIATAIT SIJB KEGIATAII

1 2 4 5
PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN

Pendataan
Penyediaal dan
Rehabilitasi
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi
Prograrrr
Kabupaten/Kota

Ideotfikasi Perumal:an di Lokasi Rawan
B€ncana atau Terkena Relokasi Prograan
Kabupaten/Kota

Dokumen

) ldea fikasi l,aha11-Lahaa Potensia.l sebagai
Lokasi Relokasi Perumahan

Dokumen

3 Pengunpulan Data Rumah Korban Bencana
Kejadian Sebeluranya yang Belum Tertangani

DokuDxen

4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat
Ebncana

Dokumen

5 Pendataalr da, Verifikasi Penerima Rumah
bagi Korban B€ncana .{la.m atau Terkena
Relokasi Progr alI] Kabupaten/ Kota

Dokumen

6 Pendataarl Rumah Sewa MiJik Masyarakat,
Ruoah Susun dan Rumah Khusus

Pembangunan
dan Rehahilitasi
Rumah Korban
Bencana atau
Relokasi
Progra:n
Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Unit Rumah

2 Penyusunan Site Plan dan/ atau Detail
Engineering Design (DED) bagi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Prog:a::r
Kabupaten/ Kota

Dokumen

3 Pengadaal Lalan untuk PeDxbangunan
Rumah bagi Korban Bencana

Ha

4 Pembangulan Rumah bagi Korban Bencana Unit Rumah

5 Pembangunal Rumah Khusus beserta PSU
bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
Prorrinsi

Unit Rumah

6 Operasional dan Pemeliharaal Lingkungan
Perumahan pada Relokasi Program Provinsi

Unit Rumah

2

KEGIATAI{

SATUAX

3



28

1 3 4 5
1 PROGRAM

PENINGKATAN
KETENTERAMAN
DAN
KETERTiBAN
UMUM

Penanganan
Gangguan
Ketenteraman
dan
Ketertiban
Uaum dalam
1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/ K
ota

1 Pencegahaa Ganggua4 Ketenteraman dan
Ketertiban Uouoe Melalui Deteksi Dini
can Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyrluhan, Pel,aksalaan Patroli.
Pengamanan, dan Pengawalan

Kasus

2 Penindalan Atas GanSguan Ketenteraman
ca.n Ketertiban Uaum berdasarkan Perda
can Perkada Mela.lui Penertibal dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Massa

Kasus

3 Koordinasi Penyeleng!{araan Ketentranan
c.an Ketertiban UDu[r serra PerLindungan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Dokumen

I Pemberdayaan Perlindungar Masya-raliat
calam rangka Ketentraman dar
Iletertibart Umum

Dokumen

J Peningkatan (apasitas SDM Satuan Polisi
Pamong>raja dan Satuan Perlindungan
Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yalg Bernualsa Hak Asasi
Manusia

Orang

6 I,,erja Sama antar kmbaga dal Kemitraan
calam Teknik Pencegahan dan
Penanganan Gangguan Ke tentrama-n dan
K€tertiban Umum

Dokumen

7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ketentraman dan Ketertiban
Umum

Unit

8 Penyusunan SOP Ketertibal Umum dan
I(etenteraman Masyarakat

Dokumen

Laporan

Penegakarr
Peraturan
Daerah
Kabupaten/ K
ota dan
PeraturaD
Bupati/Wali
Kota

1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daera-h
dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Laporan

2 Pengawasan Atas Kepatutra:: Terhadap
Pelaksanaan Peraturan Dae{ah dan
Peraturan Bupati/Wali Kota

3 Penanganart Atas Pelanggaran Peraturan
Daerah darr Peraturar Bupati/Wali Kota

Laporarr

Pembinaal
Penyidik
Pegawai
Negeri Sipii
(PPNs)
Kabupaten/K
ota

1 Pengemba::rgai Kapasitas dai Karier PPNS

2 PROGRAM
PENANGGULANG
AN BENCANA

1 F'enSmsunan Kajian Risiko Bencana
Kabupaten/ Kota

Dokumen

2 Sosialisasi, Komunikasi, k-forEasi dan
Edukasi [KIE) Rawafl Bencana
Kabupateo/Kota (Per Jerris Benca-na)

Orang

Pelayanan
Pencegahal
dan
Kesiapsiagaan
Terhadap
Bencana

1 Pen;rusunan Rencana Penanggulangai.r
Bencala Kabupaten/ Kota

Dokumen

2 Pelatitran Pencegahan dan Mitigasi
Bencana Kabupaten/ Kota

3 Pengendalia.r Operasi dan Penyediaan
Sarana Prasarana Kesiapsiagaal
Terhadap Bencana I(abupaten/ Kota

Dokumen

Penyediaan Peratatan Perlindungan dan
(6siaf siagaan Terhadap Bencala

Unit

Penguatan Kapasitas Kawasa, untuk
Penceg.hetr dar, Kedrpsiagaan

Dokumen

Penguatan Kapasitas Kawasa, untuk
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

6 Kawasan

2

9 Penyediaan Layanan dalam rangka
Dampak Penegakan Peraturan Daerah
<ian Perkada

Laporan

Laporal

Pelayana:r
Inlormasi
Rawan
Bencana
Kabupaten/K
ota

Orang

4

5



NO PROGRAM I{EGIATAIT SI'B KEGIATAX SATUAIT

7 2 3 4 5
7 Penalgarlan Pasca Bencana

Kabupaten/Kota

3 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi
Cepat {TRC) Bencana Kabupaten/ Kota

Orang

I Pen)rusunan Rerrca::a Kontijensi Dokumen

10 Gladi Kesiapsiagaa! Terhadap Bencana Orang

11 Per:Jrusunan Rencaaa Penanggulangan
Ke<iaruratan Bencana

Dokumen

Pelatihan Keluaga Tarrggap Bencana
Ata:r

Keluarga

Pelayana.rt
Penyelamatan
dan Evakuasi
Korban
Bencana

1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
Peryakit/ W abah Zoonosis Prioritas

Laporan

2 Respon Cepat Darurat Bencana
Kabupaten/Kota.

Dokumen

l Per:carian, Pertolongar darr Evakuasi
Korban Bencala Kabupaten/ Kota

Orang

+ Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencala
Kabupaten/Kota

Orang

5 Aktivasi Sistea Komando Penalganan
Darurat Bencana

Laporan

o Respon Cepat Bencana Non Alam
Epidemi/Waba,: Penyakit

Dokumen

Penataan
Sistem Dasar-
Penalggulang
an Bencana

1 Penl'usunan Regirla.si Penanggulangan
Beocana KabuFaten/ Kota

l)okumen

2 Penguatan Kelembagaan Bencana
Kabupaten/ Kota

Dokumen

3 Keq'a Sama aitar Lembaga dan Kemitraan
dalam Penanggulangal Bencala
Kabupaten/ Koh

Dokumen

-t Pengelolaan dai Penarfaatan Sistem
Informasi Kebeecana,an

Dokumen

5 Peobinaan dan Pengawasai
Penyelenggaraan Penarrggulanga:r
Bencana

Laporan

6 Penanganan Pasca Beaca:na
Kabupaten/Kota

Dokumen

3 PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANG
AN,
PEI{YELAMATAN
KEBA(ARAN
DAN
PENYELAMATAN
NON
KEBAIGRAN

Pencegahan,
Pengeodalian,
Pemada.aa:o,
Penyelaraatan
, dan
Penaoganan
Bahan
Berbahaya
dan Beracun
Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten/K
ota

Pencegahan Kebakaran dalarn Daerah
Kabupaten/ Kota

Dokumen

2 Pemadamai1 da:1 Pergendalian Kebakaran
dalam Daerah I{abupaten/ Kota

Dokurnen

:l Penyelamatan dan Evakuasi Korbal
Kebakaran dan Non Kebakaran

Laporan

+ Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebaka:'an dalara Daerah
Kabupaten/Kota

Dokumen

5 Standarisasi Sarala dan Prasarana
Pencegahan, Penanggulargan Kebakaran
dar Alat Pelindung Dtrt

Unit

l) Pengadaan Sarana da,l Prasarana
Pencegahan, Penanggulangan Kebaka-ran
dan Alat Diri

Dokumen

29

12

I



3.1.5.SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Unit

Ito PBOGRAM X.EGIATAN SI'B I{EGIATAN SATUA.N

I 2 3 4 5
7 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakara-r] Dokumen

8 Pengelolaal Sistem Komunikasi dan
lnformasi Kebataran dal Penyelamatan
{sr(lK)

Unit

9 Penyelenggaraan Kerja Sama dan
Koordinasi antar Daerah Berbatasan,
antar Lembaga, dan Kemitraan dalan
Pencegahan, Penanggulangan,
Peoyelaroatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non l(ebakaran

Orang

10 Pelatr1ra.rr Keluarga Tanggap Bencana
Rumah Tangga

Dokumen

lnspeksi
Pera.lata.rl
Proteksi
Kebakaralr

I Pendataan Sararra Prasarana Proteksi
Kebakaran

Laporarr

2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi
Kebaka.ral

Laporal

Investigasi
Kejadian
Kebakaran

1 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi
Penelitian dan Pengujian Penyebab
Ke;iC{C4 Kebal(aran

Dokuoten

Pemberdaya-a
n Masyarakat
dalam
Pencegahan
Kebakaran

1 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penalggulangarr
Kebakaran Melalui Sosialisasi dan
Edukasi Mas5rarakat

Orang

2 Pembentukatf, daIr PeEbinaan Relawan
Pemadaa Kebakalan

Desa/Kelurahan

3 Dukungan Pemberdayaan
Masyalakat/ Relawan Pemadam
Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana
dan Prasarara

Dokumen

Penyelengaia
an Operasi
Pencarian
dan
Pertolongarl
Terhadap
Kondisi
Membahaya-k
an Manusia

I Penyelenggaraan Operasi PencaJian da-n
Pertoloogai pada Peristiwa yang
Menimpa, Membahayakan, dan/ atau
Mengancam Keselamata:r Marlusia

Laporan

,2 Standarisas Sarana dan Prasarana
Pencarian dan Pertolongal Terhadap
Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamata' dan Evakuasi

Dokumen

3 Pengadaan Sarana dan Prasara:ra
Pencarian dan Pertoloigan Terhadap
Kondisi Meobahayakan
Manqsia/ Penyelamatan dan Evakuasi

4 Laporal

I{O PROGRAS I{EGIATAI{ 6I'8 I{EGIATAN SATUAN

7 2 3 4 5
1 PROGRAM

REHABILITASI
S,CSIAL

Rehabilitasi
Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas
Terlantar, Ana-k
Terlantar,
Lanjut Usia
Terlantar, serta

1 Penyediaan Permaka,al Oralg
2 Penvediaan Sanduttg Orang
3 Penyediaan Alat Barttu Ora.ng
4 Penberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Orang
5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Sptitual,

dan Sosial
Orarg

6 Pemberia! Bimbingan Sosial kepada Keluarga
Penyardarg Disabilitas Terlantar, Anak

Orang

30

Pembinaan Aparatur Pencarial dan
Pertolongan Terhadap Kondisi
Membahayakan Manusia/Penyelamatan
dan Evakuasi



31

I{EGIATAN SATUAN

7 2
Gela-rrdarrga{r
Pengeoeis di
Luar Panti
Sosial

Terlartar, Laijut Usia Terlantar, serta
Gelandalgan Pengeais dan Masyarakat
Fasilitasi Pembuatan Nomor lnduk
Kependudukan, Akta Kelahtarr, Surat Nikah,
dan Kartu Identitas Anak

Orang

8 Pemberian Akses ke Layalan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Orang

9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Orang
Pemberial Layala-n Kedaruiatan Orang

11 Pemberian Pelayanal Penelusura:r Keiuarga Orang
T2 Pembedan Layanan Ruiukan Dokumen

2 Perlindungan
Sosial Korbal
Bencana Alarn
'1ar Sosial
Kabupaten/ Kota

I Penvediaal Makarran Orang
2 Penyediaan Sandang Orang

Penyediaal Tempat Pena:inpungan Pengungs Udi
4 Penarganan Khus\rs bagi Kelompok Rentan Orang
5 Peial'anan Dukungan Psikososial Orang

lto PN.OGRATI SUB rEGTATAIT

4

10

PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA
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3.3. Matriks Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan

pelayalan dasar pada urusan pemerintahan rvajib yang berkaitan der:gan

pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriu_san

pemerintah agar memperaatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas

pembangu nan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai
dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran

operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematik ini dimaksudkan

antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem

perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan

be{enjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadLkan

arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu,
Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks

perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada

tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM

ini mampu be{a-lan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada

integrasi dengan proses perencanaan berikutnya mela-lui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik
dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang

sifatnya tahunan.

2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dapat dilakukarl pada saat perumusan:

a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitl<an dengan

penyelenggaraan ?emenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh

Pemerintah Daerah

b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan,

khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan
bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan

isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan pemerintahan

Wajib Pelayanan Dasar.
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d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah,

khususnya dikaitkan de:gan strategi Pemerintah Daerah da-lam

menyusun arah kebualian dan merumuskan program daLam

pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah,

khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan

pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

f. Kine{a penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan

dengan indikator kineda daerah dalam pencapaian pemenuhan

kebutuhan dasar.

3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Keqa

Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan

penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat

Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan

besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan

dasar.

c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk
memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana

ke{a tahunan.

d. Rencana keqia dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan

program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan

yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Kineq'a penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan

dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan

kebutuhan dasar.

4. Integrasi rencara pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat

Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan

capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnl'a
dikaitkan dengan permasalahan pokok 5'ang dihadapi Perangkat

Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutrrhan dasar.

c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran

kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
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d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan

memperhatikan permasalahan dan isu strategis daiam pencapaian

pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Rencana program dal kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan

dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber

pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan

dasar.

f. Kine{a penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan

indikator kinerja daerah daiam pencapa.ian pemenuhan kebutuhan

dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah

dapat dilakukan pada saat perumusan:

a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya

optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan

penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan

dasar

c. Rencana ke{a dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan

dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan

sumber pendanaal yang disusun da-am pencapaian pemenuhan

kebutuhan dasar.

6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Da-lam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk

sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan

(RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen

tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerj a Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya

melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif

dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat

kebljakan bidang pendapatan, belanja, darr pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan

program prioritas dan patokan batas maksimal anggararl yang

diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
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c. Rencana Kela Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja

program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.
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1. Integrasi Perenanaan SPM Urusan Pendidikan
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2. Integrasi Perenanaan SPM Urusan Kesehatan
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3. Integrasl Perenanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum
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4. Integrasl Perenanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat
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5. Integrasl Perenanaan SPM Urusan Trantibunlinmas
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4.1. Pemantauan dan Evaluasl SPM

Standar Pelayanan l\{inir.,ral merupakan ketentuan mengenai Jenis

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap

Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan SPM dan pemenuhaa pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dan Kabupate n /KoLa. Untuk memastikan bahwa target

dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu

dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap

triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang

akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara mengga_li untuk
mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan

maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan

perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemanta:an
mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanean

program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam

memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedornan

serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan

informasi kepada pengelola program apabila te{adi hambatan, penyimpangan

dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesua:an

proses dan capaian sesuai rencana, apalah tercapai atau tidak. Bila
ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga

kegiatan dapat beq'alan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan
menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan
kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

l. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk
memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang a<an

diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan
telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan
terbuka.
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2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang

direncanakan telah terlaksana dengan baik. Lrkuran untuk pemantauan

terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan meiihat tingkat

ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang

direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal

perencanaan ikut berparrisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan

sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber

daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya

manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya

atau tidak. Berbagai periengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan

apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaail

berlebihan.

4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan

memastikan bahwa pada seliap unit yang diberikan tanggung jawab selalu

memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung

jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan

menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat

pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku keglatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan

sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk
memastikan apakah pihak terkait telah diliba*an dalam pelaksanaan

kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar
pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam

mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

a. Ketaatan/ compliance., pemantauan menentukan apakah tindakan
administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan
prosedur yang telah ditetapkan.

b. Pemeriksaanlcruditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan

layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertenru (target) telah mencapai

mereka.

c. Laporan f accounting, pemantauan menghasilkal informasi yang membantu

"menghitung' hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat
implementasi kebijaksanaan sesudah periode v/aktu tertentu.
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d. Penjelasan f explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang

membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa

anta-ra perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhif kegiatan, untuk mengetahui hasil atau

capa.ian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi

rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainn5'a.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran
yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil
yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah

bedalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan

SPM.

Dalam pelaksanaan evaiuasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten

Aceh Utara, maka indikator utama yang digunakan adaiah indikator SPM itu
sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara

realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 1007o dengan kategori

tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka

dapat di crosscheck apa penyebab tidaft tercapai. Ini dapat dilakukan dengan

memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran

maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai
juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada

saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pem€rntauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi
kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain :

a. EebiJakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijkan
antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak
dalam pelaksanaan SPM?

2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah
menghambat pemberian layanal dasar kepada masyarakat?

3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan

kebijakan atau regulasi di atasnya?

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa

pertanyaan dasar pa.da aspek SDM antara lain:

5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing

bidang SPM?



6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, afakah
sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM

pada masing-masing kategori tersebut?

7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk
memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara

calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?

8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkaatan SDM, petatihan apa

yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
b. Koordlnasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi attara

lain:

1) Apakah tim penerapan SPI\{ telah terbentuk?

2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan
penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat

daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapakarr dan

melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini
masih terdapat masa-lah? Apa sqja masalah utama yang timbul? Dan

apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?

3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukal dalam melaksanakan

pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada,

apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat)

dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SpM? apakah ada

masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan

bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang

memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di
level hubungan lintas keiembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa

masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. ManaJemen Kerja, Beberapa. pertanyaan dasar pada aspek manajemen

kerja antara lain:

1) Apakah terdapat masala,r di 1evel manajemen kerja untuk menerapkan

dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama
dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan,

proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai

dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat
penerapan SPM jadi terhambat?
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3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa

masalah utama yang dLhadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi

saiah satu masalah? Atau apa masaiah paling utama di sektor ini dan

bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Peadanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara

lain:

1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk
melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?

2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan mebuat pola pendistribusian

alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan

dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?

3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara

paralel, bergantung penghitungan kebutuhan arggaran tiap
layanannnya? Sebalilarya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran

tidak menjadi patokan dalam pengalokasian ansgaran tiap bidang

SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran

kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?

4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam

melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika
dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target
pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SpM apa yang

dirasa membutuhkan dukungan arggaran paling besar? Dan mengapa?

5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh

6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SpM) kepada warganya?

7) Jika ada, dari insta:rsi mana saja dan berapa besar anggaran

nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa

banyak warga yang terla1'ani?

8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang

diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar

pelayanan dasar kepada masyarakat 1'ang diberikan oleh masing-
masing lembaga? lalu berapa total cakupan layanan kepada

masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan
tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian lndikator SpM
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Mutu
Layanan

Dasar

lndikator
SPM

Ptesentase
Capaian

3 7 I 9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat

dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat mengguna-kan

data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Da-lam merencanal<an

suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan

untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi

berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan

gambaran tentang manfaat suatu kebiakan. Istilah evaluasi ini berdekatan

dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tuj uan

sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin

banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin

membaik. Namun demikian, stakelrclder terkait yang paling merasakan

dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan

evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yarlg perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksl Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan lvIinimal, Gubernur, Bupali-

Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi

berbasis web (e-SPM) : https: / / spm. aangda. kemendagri. go. rr1

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM

dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian

Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan

dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks

Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target

pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;

2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;

3) SPM atas taiget yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap

Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

No
Jeris

Pelayaran Dasar
Target Realisasi Permasalahan

1 2 4 6

l
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1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?

2) Bagaimana SPM diposisikan?

3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran Splr{

yang dialokasikan sesuai dengan penghiLrngan kebutuhan dan dapat

menjawab permasalahan utama SPM?

4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan

Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan.

terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan

SPM?

5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub

kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada riap

bidang SPM?

c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam

melaksanakan penerapan dan pernenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan

menganalisis terfokus terhadap:

l) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

2) Apa saja permasalahan yang dihadapai dalam tiap tahapan penerapan

SPM?

3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk
mengatasi perrnasalahan tersebut?
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang

sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui

apakah program itu mencapai sasararr yang diharapkan atau tidak. Evaluasi

lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi

bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode

sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Aceh Utara masih rendah

diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan

Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian

pemenuhan SPM, memuat terhadap prograrn, kegiatan dan sub kegiatan,

penerima dan mutu layanal dasar serta sumber pendanaan yang merupakan

komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun

ke depan.

5.2. Saran

1 . Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 18 dan

Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan

pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Aceh Utara.

2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Aceh Utara berkaitan

dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang

tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2079 Tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun

2021,.

3. Tim penerapan SPM Kabupaten Aceh Utara secepatnya mengoordinasikan

rencana aksi daerah yalg diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan, guna

pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan

Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan
penganggaran.

4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM rtalam pelaporan SPM sesuai

dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan
yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu:

httDs: / /som.bansda. kemenci asri. so. id I
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5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung penerapan spM melalui
Herjasama corporate soirai frespons bilitg tcsR) dan sumber-sumber lain
yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan spM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk
percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian spM di Kabupaten
Aceh Utara.

CEH UTARA
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